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MOTTO 

 

 

“Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu. Jika ada 

yang luput dari genggamanmu, maka ia sedang tumbuh dalam bentuk yang lebih 

baik. Di mana pun engkau ditanam, mekarlah dengan tenang, sebab yang lebih 

baik daripada lebih besar adalah hadiah hati.” 
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ABSTRAK 

 Pajak sebagai salah satu faktor penting yang menopang dan 

mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui pajak 

penghasilan (PPh). Namun realisasi penerimaan pajak di Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro menunjukkan fluktuasi dan pada 

beberapa periode belum mencapai target. Penelitian ini ditujukan untuk 

menganalisis pengaruh pemeriksaan dan penagihan pajak pada 

penerimaan PPh dengan jumlah wajib pajak terdaftar sebagai variabel 

moderating di KPP Pratama Metro. Dirancang menggunakan 

pendekatan kuantitatif berbasis data time series bulanan dalam kurun 

waktu Januari 2022 hingga September 2025, diolah dengan bantuan 

software EViews 10. Metode analisis mencakup uji asumsi klasik, 

pengujian hipotesis melewati uji-t, uji-F, dan Moderated Regression 

Analysis (MRA). Berdasarkan hasil penelitian, baik pengujian parsial 

maupun simultan menunjukkan pemeriksaan dan penagihan pajak tidak 

memberikan pengaruh pada penerimaan PPh. Jumlah wajib pajak 

terdaftar secara parsial juga tidak mampu memoderasi pengaruh 

pemeriksaan pajak serta penagihan pajak. Namun, berdasarkan uji 

simultan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, serta jumlah wajib pajak 

terdaftar berpengaruh pada penerimaan PPh dengan besaran koefisien 

determinasi 25,11%. Rendahnya nilai koefisien determinasi 

menunjukkan bahwa sebesar 74,89% variasi penerimaan PPh 

terpengartuh oleh variabel eksternal yang tidak termasuk dalam model 

penelitian, sehingga studi selanjutnya disarankan untuk memasukkan 

variabel lain yang mampu menjelaskan lebih banyak faktor yang 

memengaruhi perubahan penerimaan PPh. 

Kata Kunci: 

 

Pemeriksaan Pajak 

Penagihan Pajak 

Jumlah Wajib Pajak 

Terdaftar 

Penerimaan PPh 

Variabel Moderating 
 

 

LATAR BELAKANG 

 

 Kota Metro sebagai salah satu wilayah administratif di Provinsi Lampung dengan potensi 

ekonomi cukup besar dan basis aktivitas ekonomi yang beragam (R. P. Sari & Anwar, 2021). Hal 

tersebut tercermin dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Metro pada 2022 sebesar 

4,51 % menjadi 4,88 % pada 2024, didorong oleh sektor perdagangan, industri pengolahan, 
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dan pertanian, yang juga meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB), serta 

memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat (BPS, 2024). Sejalan dengan tren positif 

tersebut, pajak, khususnya pajak penghasilan berperan penting dalam menopang dan 

mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena peningkatan aktivitas ekonomi berdampak 

langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan dunia usaha, memperluas basis 

penerimaan pajak penghasilan baik dari wajib pajak orang pribadi atau badan usaha, serta 

menjadikan pajak penghasilan sebagai indikator dinamika perekonomian daerah dan sumber 

penerimaan negara yang mendukung pembangunan (Yossinomita et al., 2024).  

Pajak penghasilan ialah jenis pajak yang dikenakan kepada pihak yang dikenai pajak 

untuk setiap pendapatan yang diperoleh dalam satu periode tahun pajak (Yanti et al., 2022). 

Pengumpulan pajak penghasilan di Indonesia saat ini memakai mekanisme self assessment 

system, dengan menempatkan kepercaayaan kepada wajib pajak sebagai pihak yang secara 

mandiri bertanggung jawab dalam menghitung, membayar, serta melaporkan besarnya pajak 

yang terutang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Rusnan et al., 2020). Namun pada 

kenyataan pelaksanaannya, penerapan self assessment system masih menghadapi kendala 

berupa rendahnya tingkat kepatuhan dan ketidakjujuran wajib pajak saat melaporkan serta 

melakukan penyetoran pajak yang terutang, sehingga realisasi penerimaan pajak penghasilan 

belum sepenuhnya optimal meskipun perekonomian suatu daerah menunjukkan pertumbuhan 

positif yang relatif stabil (Febtrina et al., 2022). 

Indikasi bahwa realisasi penerimaan pajak, secara khusus pajak penghasilan, masih belum 

optimal, terjadi pada salah satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Metro yang 

wilayah kerjanya mencakup Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, serta Kabupaten 

Lampung Timur (Metro, 2025). Kondisi penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Metro 

memperlihatkan pola fluktuatif dan pada beberapa periode belum mampu merealisasikan 

target yang telah ditetapkan. Berikut adalah gambaran penerimaan pajak penghasilan di KPP 

Pratama Metro dalam beberapa bulan terakhir di tahun 2025:  
 

 
Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro, data diolah peneliti 2026 

Gambar 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Metro bulan Januari - September 2025 

 

Data pada gambar 1 memperlihatkan bahwa penerimaan pajak penghasilan pada Januari 

dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 1.761.959.806 masih berada dibawah target yang 

ditetapkan, lalu mencapai puncaknya pada bulan April dengan nilai penerimaan sebesar Rp 

12.045.147.521, yang jauh melampaui target dan penerimaan dari bulan-bulan lainnya. Setelah 
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lonjakan bulan April, terjadi penurunan pada bulan Mei menjadi Rp 3.268.509.717, dan 

penerimaan cenderung stabil di kisaran Rp 3-4 miliar pada bulan-bulan berikutnya, yang mana 

nilai ini berada di bawah target yang ditetapkan. 

Secara teoritis menurut tax administration theory, penerimaan pajak dapat dipengaruhi 

oleh kondisi ekonomi makro, peraturan perpajakan, cakupan wajib pajak, kepatuhan wajib 

pajak, serta inflasi (OECD, 2022). Dalam hal ini, peneliti mengkaji dari aspek pengaruh 

pemeriksaan serta penagihan pajak pada penerimaan pajak penghasilan, merepresentasikan 

upaya pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, dengan jumlah wajib pajak terdaftar 

sebagai variabel moderating. Theory of tax compliance menegaskan bahwa pemeriksaan pajak 

memiliki peran sebagai mekanisme pengawasan dan efek pencegahan (deterrence effect) 

dalam sistem perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta menunjang 

pencapaian target penerimaan pajak (Rachmawati, 2025; Riyadi et al., 2021). Selanjutnya, tindakan 

penagihan pajak dilakukan dengan tujuan mendorong penanggung pajak untuk membayar 

tunggakan pajaknya, termasuk denda dan biaya penagihan pajak yang belum dilunasi oleh 

wajib pajak (Pratiwi et al., 2024). Dalam perspektif teori public enforcement of law, penagihan 

pajak dijalankan melalui tindakan administratif dan yuridis oleh juru sita pajak negara melalui 

tindakan seperti pemberitahuan teguran, penyampaian surat paksa, hingga penyitaan (Setiyani & 

Faisol, 2022).  

Sementara itu, Theory of tax compliance yang dikemukakan oleh Allingham dan Sandmo 

dalam (Saga et al., 2025) memaparkan jumlah wajib pajak terdaftar termasuk salah satu faktor 

yang berperan dalam menentukan besaran potensi penerimaan pajak melalui strategi 

broadening of tax base.  Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memastikan wajib 

pajak tercatat dan berada dalam sistem perpajakan yang diawasi otoritas fiskus (Akbar, 2020). 

Jumlah wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Metro memperlihatkan tren peningkatan yang 

konsisten, namun belum sepenuhnya tercermin pada stabilitas penerimaan pajak penghasilan 

yang masih bersifat fluktuatif dan pada beberapa periode belum mampu memenuhi target yang 

ditetapkan. Fakta tersebut mencerminkan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar 

belum optimal menjadi penerimaan pajak yang berkelanjutan. Oleh karena itu, jumlah wajib 

pajak terdaftar diposisikan sebagai variabel moderating yang diduga mampu memengaruhi 

kekuatan hubungan antara pemeriksaan pajak dan penagihan pajak pada penerimaan pajak 

penghasilan. Pada pemeriksaan pajak, peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar dapat 

meningkatkan cakupan pemeriksaan, lalu berpotensi memperbesar tambahan penerimaan 

pajak yang diperoleh melalui hasil koreksi pemeriksaan (Sihotang & Saragih, 2024). Sementara 

pada penagihan pajak, basis wajib pajak yang kian luas akan menambah peluang pencairan 

tunggakan pajak (Zebua & Hastuty, 2024).  

Sebelumya, studi sejenis ini sudah pernah diteliti, sebagaimana dikemukakan dalam studi 

(Hanifa & Binekas, 2023; Natasya et al., 2024; Sembiring & Saragih, 2025), hasilnya menujukkan adanya 

pengaruh pemeriksaan atas penerimaan pajak penghasilan. Lalu, studi (Ischabita et al., 2022; 

Sembiring & Saragih, 2025; Setiyani & Faisol, 2022), yang menujukkan adanya pengaruh penagihan 

pajak atas penerimaan pajak penghasilan. Studi selanjutnya, oleh (Aritonang & Saragih, 2024; 

Hanifa & Binekas, 2023) membuktikan bahwa pemeriksaan serta penagihan pajak secara 

bersamaan memberikan dampak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Namun, terdapat 

studi yang menunjukkan hasil sebaliknya, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian (Putri & 

Chamalinda, 2024; Riyadi et al., 2021a) yang memaparkan pemeriksaan tidak berkontribusi pada 

penerimaan pajak penghasilan. (Darmayani & Herianti, 2017) mengungkapkan bahwa penagihan 

pajak tidak berkontribusi pada penerimaan pajak penghasilan, dan (Azzahra & Binekas, 2023) 
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menyampaikan penerimaan pajak dan penagihan pajak secara bersamaan tidak berkontribusi 

pada penerimaan pajak penghasilan. Dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan 

perspektif yang berbeda dari penelitian terdahulu, yaitu penambahan variabel jumlah wajib 

pajak terdaftar sebagai variabel moderating, di mana belum ada penelitian serupa yang 

meneliti hal tersebut.  

Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan, terdapat sejumlah permasalahan 

yang menjadi fokus penelitian, yaitu untuk mengetahui pengaruh parsial maupun simultan dari 

pemeriksaan pajak serta penagihan pajak pada penerimaan pajak penghasilan, serta 

mengetahui pengaruh parsial maupun simultan dari pemeriksaan pajak dan penagihan pajak 

dengan atau melalui jumlah wajib pajak terdaftar sebagai variabel moderating pada periode 

2022-2025. Dengan memahami pengaruh-pengaruh tersebut, diharapkan dapat bermanfaat 

bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), secara khusus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro 

atas dasar pengambilan kebijakan yang lebih terarah dan efisien, baik dalam memperluas basis 

wajib pajak maupun meningkatkan efektivitas law enforcement untuk menjaga stabilitas 

penerimaan pajak penghasilan di masa depan. 

 

Kerangka Pemikiran 

 

 
       Sumber: Data diolah peneliti 2026 

 

   Keterangan:  

            ------ : Terdapat pengaruh secara parsial 

            : Terdapat pengaruh secara simultan tanpa variabel moderasi 

   ____ : Terdapat pengaruh secara simultan dengan variabel moderasi 

Gambar 2. Kerangka Pemikiran 

Pengembangan Hipotesis 

Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 

 Pemeriksaan pajak dalam theory of tax compliance menyebutkan bahwa pemeriksaan 

pajak berperan sebagai mekanisme pengawasan yang meningkatkan peluang terdeteksinya 

ketidakpatuhan, sehingga dapat meningkatkan kedisiplinan wajib pajak untuk melaporkan 

serta menunaikan kewajiban pembayaran pajak secara jujur (Riyadi et al., 2021a). Efek tersebut 

dikenal sebagai deterrence effect, di mana keberadaan dan intensitas pemeriksaan dapat 

menurunkan kecenderungan wajib pajak dalam melakukan penghindaran atau penggelapan 

pajak (Rusnan et al., 2020). Hasil studi Novasari & Ratnawati, 2020; Yanti et al., 2022); (Hanifa & Binekas, 

2023; Natasya et al., 2024; Sembiring & Saragih, 2025) memaparkan pemeriksaan pajak berkontribusi 

signifikan pada penerimaan pajak penghasilan.  

H1: Pemeriksaan pajak berkontribusi positif signifikan pada penerimaan pajak penghasilan 

(PPh). 
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Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 

 Penagihan pajak dalam public enforcement of law merupakan bentuk campur tangan 

negara untuk menegakkan kepatuhan hukum melalui tindakan administratif dan yuridis, 

meliputi penerbitan surat teguran, surat paksa, penyitaan, hingga pelelangan aset wajib pajak 

(Setiyani & Faisol, 2022). Keberhasilan penagihan pajak berkontribusi langsung terhadap 

penerimaan negara, karena pencairan piutang pajak akan menambah kas negara. Penelitian 

terdahulu yang dilaksanakan (Anam et al., 2018; Sulistyorini & Latifah, 2022); (R. P. Sari & Anwar, 2021) 

mengemukakan penagihan pajak berkontibusi positif dalam penerimaan pajak penghasilan, 

khususnya untuk mengamankan piutang pajak sebelumnya yang belum tertagih. Maka 

hipotesis kedua yang diajukan yaitu: 

H2: Penagihan pajak berkontribusi positif signifikan pada penerimaan pajak penghasilan 

(PPh). 

 

Peran Moderasi Jumlah Wajib Pajak Terdaftar pada Pengaruh Pemeriksaan Pajak 

pada Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 

 Tax administration theory mengungkapkan bahwa efektivitas pemeriksaan pajak 

dipengaruhi oleh luasnya cakupan basis pajak yang menjadi objek pengawasan, karena dalam 

self assessment system akan lebih optimal apabila dilakukan pada basis wajib pajak yang luas 

dan terdaftar secara formal (OECD, 2022). Sejalan dengan theory of tax compliance yang 

menjelaskan bahwa jumlah wajib pajak terdaftar memperbesar peluang terdeteksinya 

ketidakpatuhan, memperkuat detterence effect, serta menimbulkan efek ketidakpatuhan secara 

langsung dan tidak langsung terhadap wajib pajak lain, membuat pemeriksaan pajak menjadi 

lebih efektif dalam mendorong peningkatan penerimaan pajak (Riyadi et al., 2021).  

 Studi oleh (Putri & Chamalinda, 2024) memaparkan jumlah wajib pajak terdaftar berpengaruh 

signifikan atas penerimaan pajak penghasilan, dan memperkuat efektivitas instrumen 

administrasi perpajakan. Begitu juga penelitian oleh (Andri et al., 2021) mengungkaapkan bahwa 

keberhasilan pemeriksaan pajak sangat dipengaruhi oleh cakupan wajib pajak yang diawasi.  

H3: Jumlah wajib pajak terdaftar mampu memoderasi pengaruh pemeriksaan pajak pada 

penerimaan pajak penghasilan (PPh). 

 

Peran Moderasi Jumlah Wajib Pajak Terdaftar pada Pengaruh Penagihan Pajak pada 

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 

 Penagihan pajak menjadi tahap akhir dalam siklus pengawasan perpajakan untuk 

memastikan pelunasan utang pajak, yang efektivitasnya dalam perspektif public enforcement 

of law sangat bergantung pada kemampuan negara untuk menjangkau dan menindak wajib 

pajak yang memiliki tunggakan (Setiyani & Faisol, 2022). Semakin luas basis wajib pajak yang 

terdaftar, meningkat pula peluang piutang pajak yang dapat ditagih dan dicairkan (Widakdo & 

Ardini, 2020). Karena basis wajib pajak yang luas tidak hanya meningkatkan potensi penerimaan 

pajak, tetapi juga memperbesar efektivitas tindakan penagihan untuk memperluas cakupan 

wajib pajak yang dapat dikenai tindakan administratif maupun yuridis (Akbar, 2020). 

Penelitian yang dilakukan oleh (R. P. Sari & Anwar, 2021) menemukan bahwa realisasi 

penagihan pajak yang tinggi berkontribusi langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak 

daerah. Di sisi lain, luasnya jumlah wajib pajak terdaftar juga akan meningkatkan peluang 

keberhasilan pencairan tunggakan pajak melalui penagihan aktif (Harris, 2022). Oleh sebab itu 

dapat disimpulkan bahwa jumlah wajib pajak terdaftar berperan dalam memperkuat atau 
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memperlemah efektivitas penagihan pajak atas penerimaan pajak penghasilan.  

H4: Jumlah wajib pajak terdaftar mampu memoderasi pengaruh penagihan pajak pada 

penerimaan pajak penghasilan (PPh). 

 

Pengaruh Simultan Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan 

Pajak Penghasilan (PPh) 

 Pemeriksaan serta penagihan pajak merupakan dua instrumen yang saling melengkapi, 

berfungsi untuk menemukan potensi pajak yang belum dipenuhi dan untuk memastikan 

pelunasan kewajiban pajak yang telah ditetapkan (Puspita et al., 2023). Tax administration theory 

menegaskan bahwa efektivitas penerimaan pajak akan meningkat apabila seluruh instrumen 

pengawasan dan penegakan hukum berjalan secara terpadu dan berkesinambungan (OECD, 

2022). Pemeriksaan tanpa diikuti penagihan yang efektif akan menghasilkan potensi pajak yang 

tidak terealisasi, sementara penagihan tanpa dukungan pemeriksaan yang memadai akan 

menghadapi keterbatasan objek piutang pajak (Perwiranisa & Subagio, 2023). Penelitian 

sebelumnya, sebagaimana dikemukakan oleh  (Aritonang & Saragih, 2024; Hanifa & Binekas, 2023) 

menemukan hasil pemeriksaan dan penagihan pajak yang dilakukan secara bersamaan 

mempunyai pengaruh signifikan pada penerimaan pajak penghasilan.  

H5: Pemeriksaan pajak dan penagihan pajak secara simultan berpengaruh positif signifikan 

terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh). 

 

Pengaruh Simultan Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan 

Pajak Penghasilan (PPh) dengan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar sebagai Variabel 

Moderating 

 Broadening tax base theory menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan perpajakan sangat 

ditentukan oleh luasnya basis pajak yang dapat diawasi dan ditegakkan (Akbar, 2020). Dengan 

jumlah wajib pajak terdaftar yang besar, pemeriksaan pajak memiliki lebih banyak objek 

untuk menggali potensi pajak, sementara penagihan pajak memiliki cakupan piutang yang 

lebih luas untuk dicairkan (Saga et al., 2025). Kondisi ini menjadikan pengaruh simultan 

pemeriksaan serta penagihan pajak pada penerimaan pajak penghasilan menjadi lebih kuat dan 

berkelanjutan. Penelitian (Putri & Chamalinda, 2024) memaparkan jumlah wajib pajak terdaftar 

mampu memperkuat hubungan instrumen administrasi pajak dengan penerimaan pajak 

penghasilan. Temuan tersebut selaras dengan (OECD, 2022) yang menekankan keberhasilan law 

enforcement perpajakan sangat dipengaruhi oleh cakupan wajib pajak dalam sistem 

administrasi. Maka hipotesis keenam yang diajukan yaitu: 

H6: Pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dengan jumlah wajib pajak terdaftar sebagai 

variabel moderating secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak 

penghasilan (PPh). 
 

METODE PENELITIAN 

 Metode penelitian memakai pendekatan kuantitatif untuk menguji model yang telah 

disusun berdasarkan landasan teori dan hipotesis yang diajukan. Menurut (Sugiyono, 2023), 

metode kuantitatif  ialah metode penelitian untuk mengkaji populasi atau sampel tertentu, 

dengan pengumpulan data melalui instrumen penelitian. Apabila data telah didapat, 

selanjutnya dianalisis menggunakan teknik kuantitatif atau statistik untuk menguji hipotesis 

yang telah dirumuskan sebelumnya. Data pada penelitian ini berupa data sekunder yang 

diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro, meliputi data penerimaan pajak 
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penghasilan, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, serta jumlah wajib pajak terdaftar. Untuk 

memperjelas variabel, indikator, serta satuan pengukuran setiap variabel yang digunakan, 

maka disusun tabel operasional variabel sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini. 

 

 Tabel 1. Operasional Variabel 
Variabel Indikator  Skala 

Penerimaan pajak penghasilan (Y) 
Realisasi dari penerimaan pajak penghasilan yang 

berhasil dihimpun selama periode penelitian 
Rasio 

Pemeriksaan pajak (X1) 
Realisasi penerimaan dari hasil pemeriksaan pajak 

yang berhasil dihimpun selama periode penelitian  
Rasio 

Penagihan pajak (X2) 
Realisasi penerimaan dari hasil penagihan pajak yang 

berhasil dihimpun selama periode penelitian 
Rasio 

Jumlah wajib pajak terdaftar (Z) Jumlah wajib pajak orang dan badan yang terdaftar  Rasio 

 Sumber: Data diolah peneliti 2026  

 

  Teknik penentuan sampel menerapkan non probability sampling dengan sampel jenuh. 

Sampel penelitian dalam bentuk bulanan dengan total keseluruhan sebanyak 45 data, berasal 

dari akumulasi 12 bulan (Januari-Desember) pada tahun 2022, 12 bulan (Januari-Desember) 

pada tahun 2023, 12 bulan (Januari-Desember) pada tahun 2024, dan 9 bulan (Januari-

September) pada tahun 2025. Teknik analisis data memakai moderated regression analysis 

(MRA), karena penelitian yang dilakukan melibatkan variabel moderasi berupa jumlah wajib 

pajak terdaftar yang diduga memengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan 

pemeriksaan pajak dan penagihan pajak pada penerimaan pajak penghasilan. Data diolah dan 

di analisis melalui aplikasi EViews 10. Diawali dengan uji asumsi klasik, mencakup uji 

normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas. Pengujian 

bertujuan guna memastikan saat model regresi digunakan memenuhi kriteria Best Linear 

Unbiased Estimator (BLUE). Apabila model telah memenuhi seluruh asumsi klasik, maka 

analisis dilanjutkan pada tahap pengujian hipotesis.  

 Pengujian hipotesis dilakukan secara bertahap sesuai dengan pendekatan moderated 

regression analysis (MRA). Tahap pertama dilakukan dengan menguji pengaruh parsial (uji-t) 

pemeriksaan pajak dan penagihan pajak pada penerimaan pajak penghasilan tanpa melibatkan 

variabel moderating. Selanjutnya, pengujian pengaruh simultan (uji-F), yaitu pengaruh 

pemeriksaan pajak serta penagihan pajak dengan bersama-sama pada penerimaan pajak 

penghasilan. Selain itu, koefisien determinasi digunakan dengan tujuan menilai kemampuan 

variabel independen saat menjelaskan variasi penerimaan pajak penghasilan. Tahap kedua 

dilakukan dengan memasukkan jumlah wajib pajak terdaftar sebagai variabel moderating ke 

dalam model regresi. Pada tahap ini, pengujian difokuskan untuk menilai apakah jumlah wajib 

pajak terdaftar memoderasi pengaruh pemeriksaan pajak serta penagihan pajak pada 

penerimaan pajak penghasilan. Pengujian moderasi dilakukan dengan menambahkan variabel 

interaksi antara pemeriksaan pajak dengan jumlah wajib pajak terdaftar, juga antara penagihan 

pajak dengan jumlah wajib pajak terdaftar.  

 

𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑡 + 𝛽2𝑋2𝑡 + 𝜀𝑡 (1) 

𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑡 + 𝛽2𝑋2𝑡 + 𝛽3𝑍𝑡 + 𝛽4(𝑋1𝑡 × 𝑍𝑡) + 𝛽5(𝑋2𝑡 × 𝑍𝑡)+ 𝜀𝑡 (2) 

  

 Keterangan pada model tahap satu dan tahap dua: 𝑌𝑡 merepresentasikan penerimaan pajak 

penghasilan pada periode ke-t, 𝑋1𝑡  merupakan pemeriksaan pajak, 𝑋2𝑡 adalah penagihan 
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pajak, dan 𝑍𝑡 merupakan jumlah wajib pajak terdaftar yang berperan sebagai variabel 

moderating. Koefisien regresi 𝛽1dan 𝛽2menunjukkan tingkat pengaruh langsung pemeriksaan 

pajak dan penagihan pajak pada penerimaan pajak penghasilan. Koefisien interaksi 𝛽4 dan 

𝛽5 digunakan untuk menilai apakah jumlah wajib pajak terdaftar memperkuat atau 

memperlemah pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak 

penghasilan. Sementara itu, 𝛽0 merupakan konstanta dan 𝜀𝑡 menggambarkan error term atau 

faktor selain dalam model penelitian.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil 

Uji Asumsi Klasik 

Pengujian normalitas data dilakukan melalui uji Jarque-Bera dengan ketentuan nilai 

probabilitas > 0,05.  

 

Tabel 2. Uji Normalitas 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Series: Residuals

Sample 2022M01 2025M09

Observations 45

Mean      -9.06e-16

Median  -0.053561

Maximum  0.474307

Minimum -0.367091

Std. Dev.   0.209675

Skewness   0.789347

Kurtosis   2.638320

Jarque-Bera  4.918283

Probability  0.085508 

 
   Sumber : Data olahan EViews 10, 2026 

 

Tabel 2 memeperlihatkan nilai probabilitas 0,085508 > 0,05, maka dikatakan data 

tersebut telah terdistribusi normal serta asumsi normalitas terpenuhi. 

 

Pada uji heterokedastisitas, variabel dapat dikatakan bersifat homogen atau tidak terdapat 

masalah heteroskedastisitas apabila nilai probabilitasnya > 0,05. Pengujian heteroskedastisitas 

menggunakan uji white.  

 

Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas 
Statistik Nilai Probabilitas 

F-statistic 0.800204 0.6791 

Obs*R-squared 15.07645 0.5900 

Scaled explained SS 9.276241 0.9312 

    Sumber : Data olahan EViews 10, 2026 

 

Hasil pengujian heteroskedastisitas berdasarkan tabel 3 menunjukkan nilai probabilitas 

0,9312 > 0,05. Maka dikatakan model tidak mengalami heteroskedastisitas, dan asumsi 

heteroskedastisitas terpenuhi. 

 

 



Author1, Author2,& Author3  
eCo-Fin: Economics and Financial, Years,  X (X), 9 

9 

 

Uji autokorelasi dijalankan guna mendeteksi adanya korelasi antara variabel pada model 

prediksi terkait perubahan waktu dipengaruhi nilai observasi sebelumnya. Uji autokorelasi 

menggunakan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test. Model dianggap memenuhi 

asumsi non-autokorelasi apabila nilai Probabilitas dari uji yang digunakan > dari 0,05. Maka 

model dinyatakan bebas autokorelasi dan asumsi autokorelasi terpenuhi. 

 

Tabel 4. Uji Autokorelasi 
Statistik Nilai Probabilitas 

F-statistic 3.450674 0.0710 

Obs*R-squared 3.746147 0.0529 

    Sumber : Data olahan EViews 10, 2026 

 

 Hasil pengujian autokorelasi berdasarkan tabel 4 menujukkan nilai probabilitas 0,0529 > 

0,05, maka data tersebut disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. 

 

 Uji multikolinearitas dilakukan guna mendeteksi seberapa jauh variabel independen saling 

berkaitan secara linier pada model penelitian. Jika centered variance inflation factor (VIF) > 

10, model dinyatakan mengalami multikolinearitas yang dapat mengganggu kestabilan dan 

interpretasi koefisien regresi. Sebaliknya, apabila VIF < 10, model dikatakan bebas dari 

masalah multikolinearitas dan layak dianalisis lebih lanjut. 

 

Tabel 5. Uji Multikolinearitas 
Variabel VIF 

X1  1.946763 

X2  2.341996 

Z  1.336566 

         Sumber : Data olahan EViews 10, 2026 

 

 Hasil pengujian multikolinearitas berdasarkan tabel 5 menunjukkan nilai VIF seluruh 

variabel < 10, sehingga data dianggap tidak mengalami masalah multikolinearitas. 

 

Uji Tahap Satu (Regresi Linier Berganda) 

 

Tabel 6. Hasil Estimasi Regresi Linier Berganda 
Variabel Koefisien Std. Error t-Statistik Probabilitas 

C 8.406780 0.940981 8.934055 0.0000 

X1  0.024737 0.044752 0.552771 0.5834 

X2  0.097150 0.115668 0.839903 0.4057 

R-squared 0.033457     Mean dependent var 9.437699 

Adjusted R-squared -0.012569     S.D. dependent var 0.242304 

S.E. of regression 0.243822     Akaike info criterion 0.079580 

Sum squared resid 2.496855     Schwarz criterion 0.200024 

Log likelihood 1.209453     Hannan-Quinn criter. 0.124480 

F-statistic 0.726920     Durbin-Watson stat 1.257775 

Prob(F-statistic) 0.489377    

Sumber : Data olahan EViews 10, 2026 
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 Persamaan model regresi linier berganda: 

 

Y =  8.406780 +  0.024737 (X1)  +  0.097150 (X2)  +  𝜀 (3) 

 

 Berikut adalah interpretasi dari hasil perhitungan di atas, menunjukkan apabila variabel 

pemeriksaan pajak (X1) dan penagihan pajak (X2) bernilai nol, maka penerimaan pajak 

penghasilan diperkirakan sebesar 8.406780 satuan. Nilai pemeriksaan pajak (X1) sebesar 

0.024737 satuan menunjukkan apabila terjadi peningkatan pemeriksaan pajak sebesar 1 (satu) 

satuan, maka penerimaan pajak penghasilan akan meningkat sebesar 0.024737 satuan, dengan 

asumsi variabel lain tetap. Mengindikasikan bahwa pemeriksaan pajak memiliki hubungan 

positif antara pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak penghasilan. Nilai penagihan pajak 

(X2) sebesar 0.097150 satuan menunjukkan bahwa apabila penagihan pajak meningkat 

sebesar 1 (satu) satuan, maka penerimaan pajak penghasilan diperkirakan akan meningkat 

sebesar 0.097150 satuan, dengan asumsi faktor lain tetap. Mengindikasikan bahwa terdapat 

hubungan positif antara penagihan pajak dan penerimaan pajak penghasilan.  

 

Pengujian Hipotesis atau Uji Signifikansi Parsial (Uji-t) 

Uji t digunakan untuk menentukan kontribusi masing-masing variabel independen secara 

individu. Variabel dianggap berpengaruh signifikan pada variabel dependen saat nilai 

probabilitas yang tertera pada output regresi <0,05. Berdasarkan tabel 6 hasil estimasi uji-t 

pada tingkat signifikansi < 0,05, variabel pemeriksaan pajak secara parsial dengan nilai 

probabilitas 0,5834 tidak berkontribusi pada penerimaan pajak penghasilan, maka hipotesis 1 

ditolak. Juga variabel penagihan pajak dengan nilai probabilitas 0,4057 tidak berkontribusi 

pada penerimaan pajak penghasilan, maka hipotesis 2 ditolak. 

 

Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)  dan Koefisien Determinasi 

Uji signifikansi simultan dalam tabel 6 menunjukkan hasil uji-F sebesar 0.726920, nilai 

probabilitas 0.489377 > 0.05, dikatakan bahwa hipotesis 5 ditolak. Nilai R-squared 

berdasarkan tabel 6 diperoleh sebesar 0.033457. Hal ini berarti hanya 3,35 % dari total variasi 

pada penerimaan pajak penghasilan yang dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel 

independen yang digunakan dalam model. Sisa sebesar 96,65 % dipengaruhi oleh faktor di 

luar model regresi ini. 

 

Uji Tahap Dua (Moderated Regression Analysis) 

 

Tabel 7. Hasil Estimasi Moderated Regression Analysis 
Variabel Koefisien Std. Error t-Statistik Probabilitas 

C 9.429716 0.038152 247.1605 0.0000 

X1 0.034774 0.054068 0.643160 0.5239 

X2 -0.121698 0.153278 -0.793967 0.4320 

Z 2.822852 1.090033 2.589694 0.0134 

X1Z 2.154272 1.475849 1.459683 0.1524 

X2Z -2.146129 4.397778 -0.488003 0.6283 

R-squared 0.251189     Mean dependent var 9.437699 

Adjusted R-squared 0.155187     S.D. dependent var 0.242304 

S.E. of regression 0.222710     Akaike info criterion -0.042325 

Sum squared resid 1.934392     Schwarz criterion 0.198563 

Log likelihood 6.952323     Hannan-Quinn criter. 0.047475 
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F-statistic 2.616509     Durbin-Watson stat 1.408611 

Prob(F-statistic) 0.039158    

Sumber : Data olahan EViews 10, 2026 

 

 Berdasarkan nilai koefisien dalam tabel 7 hasil estimasi moderated regression analysis 

(MRA), persamaan model regresi yang terbentuk dapat dituliskan sebagai berikut: 

 

Y =  9.429716 +  0.034774 (X1)  −  0.121698 (X2)  +  2.822852 (Z)  +
 2.154272 (X1Z) −  2.146129 (X2Z) +  𝜀  

(4) 

 

 Berikut adalah interpretasi dari hasil perhitungan di atas, menunjukkan apabila variabel 

pemeriksaan pajak (X1), penagihan pajak (X2), dan variabel moderating (Z) bernilai nol, 

maka penerimaan pajak penghasilan diperkirakan sebesar 9.429716 satuan. Nilai pemeriksaan 

pajak (X1) sebesar 0.034774 satuan menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan 

pemeriksaan pajak sebesar 1 (satu) satuan, maka penerimaan pajak penghasilan akan 

meningkat sebesar 0.034774 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap. Hal ini 

mengindikasikan terdapat hubungan yang positif antara pemeriksaan pajak dan penerimaan 

pajak penghasilan. Selanjutnya, nilai penagihan pajak (X2) sebesar –0.121698 satuan 

menunjukkan penerimaan pajak penghasilan akan menurun sebesar 0,121698 satuan untuk 

setiap penurunan 1 (satuan) penagihan pajak. Hal ini menunjukkan adanya hubungan negatif 

antara penagihan pajak dan penerimaan pajak penghasilan.  

 Nilai variabel moderator (Z) sebesar 2.822852 satuan, maka penerimaan pajak 

penghasilan akan meningkat 2,822853 satuan, dengan asumsi faktor lain tetap. Sementara itu, 

nilai interaksi antara pemeriksaan pajak dan variabel moderator (X1Z) sebesar 2.154272 

satuan, maka penerimaan pajak penghasilan akan meningkat sebesar 2.154272 satuan, dengan 

asumsi variabel lain tetap. Selanjutnya, nilai interaksi antara penagihan pajak dan variabel 

moderator (X2Z) sebesar –2.146129 menunjukkan penerimaan pajak penghasilan akan 

menurun sebesar 2.146129 satuan untuk setiap penurunan 1 (satuan) interaksi penagihan pajak 

dengan jumlah wajib pajak terdaftar.  

 

Pengujian Hipotesis atau Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)  

 Berdasarkan tabel 7. hasil estimasi uji-t pada tingkat signifikansi 0,05, secara parsial 

variabel pemeriksaan pajak (X1) memiliki nilai probabilitas 0,5239 > 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

penerimaan pajak penghasilan, sehingga hipotesis yang mengungkapkan adanya pengaruh 

signifikan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan ditolak. Selanjutnya, 

variabel penagihan pajak (X2) juga menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,4320 > 0,05. 

Penagihan pajak tidak berkontribusi signifikan secara parsial pada penerimaan Pajak 

Penghasilan, sehingga hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh signifikan penagihan 

pajak pada penerimaan pajak penghasilan ditolak. 

 Terkait dengan variabel moderasi, hasil uji parsial menunjukkan interaksi antara 

pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak terdaftar (X1Z) yang memiliki nilai probabilitas 

sebesar 0,1524 > 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa jumlah wajib pajak terdaftar tidak mampu 

memoderasi pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan, sehingga 

hipotesis moderasi tersebut ditolak. Lalu, interaksi antara penagihan pajak dan jumlah wajib 

pajak terdaftar (X2Z) menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,6283 > 0,05. Maka dapat 

dikatakan juga bahwa jumlah wajib pajak terdaftar tidak mampu memoderasi pengaruh 
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penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan, sehingga hipotesis moderasi ini 

ditolak. 

 

Uji Signifikansi Simultan (Uji-F) dan Koefisien Determinasi  

Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai F-statistic model sebesar 2,616509 dengan nilai 

probabilitas 0,039158 < 0,05. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa 

pemeriksaan pajak, penagihan pajak, jumlah wajib pajak terdaftar, serta variabel interaksi 

sebagai variabel moderasi secara simultan  berkontribusi signifikan pada penerimaan pajak 

penghasilan diterima. Hasil tersebut menyatakan kombinasi seluruh variabel independen dan 

moderasi yang digunakan dalam model secara simultan mampu menjelaskan variasi 

penerimaan pajak penghasilan. 

 Selanjutnya, nilai R-squared yang dihasilkan sebesar 0,251189, mengindikasikan bahwa 

25,11% variasi penerimaan pajak penghasilan dijelaskan oleh variabel pemeriksaan pajak, 

penagihan pajak, jumlah wajib pajak terdaftar, serta interaksi antar variabel dalam model 

regresi. Sementara itu, 74,89% variasi penerimaan pajak penghasilan dijelaskan oleh faktor 

lain, seperti kondisi ekonomi makro, kebijakan fiskal, perpajakan yang tidak terukur, dan 

tingkat kepatuhan wajib pajak. 

 

Pembahasan 

Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan  

 Pemeriksaan pajak tidak berkontribusi pada penerimaan pajak penghasilan di KPP 

Pratama Metro. Mengindikasikan bahwa fungsi pemeriksaan sebagai instrumen pengawasan 

dan penegakan kepatuhan belum mampu memberikan dampak signifikan untuk peningkatan 

penerimaan pajak penghasilan. Meskipun theory of tax compliance menegaskan bahwa 

pemeriksaan pajak dapat meningkatkan probabilitas terdeteksinya ketidakpatuhan sehingga 

mendorong kepatuhan wajib pajak, namun praktik pemeriksaan pajak di KPP Pratama Metro 

belum memperlihatkan pengaruh kuat, akibat cakupan pemeriksaan yang masih selektif, efek 

jera bagi wajib pajak belum optimal, fokus pemeriksaan yang lebih administratif, serta 

terdapat kecenderungan bahwa sebagian hasil pemeriksaan belum segera terealisasi menjadi 

penerimaan pajak penghasilan dalam periode berjalan. 

 Hasil studi ini selaras dengan (Putri & Chamalinda, 2024; Riyadi et al., 2021), memaparkan jika 

pemeriksaan pajak tidak berkontribusi pada penerimaan pajak penghasilan. Efektivitas 

pemeriksaan pajak sangat bergantung pada kualitas pemeriksaan, kapasitas fiskus, serta 

kondisi ekonomi wajib pajak. Namun, hasil studi berbeda oleh (Hanifa & Binekas, 2023), 

mengatakan pemeriksaan pajak berpengaruh pada penerimaan pajak. Perbedaan hasil 

penelitian dapat disebabkan karena variasi karakteristik wilayah, jenis wajib pajak, serta 

intensitas dan kualitas pemeriksaan pajak yang berbeda antar daerah. Pada wilayah atau 

periode tertentu, pemeriksaan yang dilakukan secara mendalam dan terarah terhadap wajib 

pajak dengan risiko ketidakpatuhan tinggi dapat menghasilkan tambahan penerimaan yang 

signifikan. Berbeda dengan kondisi pemeriksaan pajak di KPP Pratama Metro karena belum 

berkontribusi signifikan untuk penerimaan pajak penghasilan secara parsial, karena 

pemeriksaan pajak belum optimal sebagai alat peningkatan penerimaan pajak penghasilan 

secara langsung. 
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Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 

 Penagihan pajak tidak berkontribusi pada penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama 

Metro. Temuan ini memaparkan penagihan pajak belum berfungsi optimal sebagai instrumen 

peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Meskipun secara teori public enforcement of law 

menjelaskan bahwa penagihan pajak melalui tindakan administratif dan yuridis seharusnya 

mendorong pelunasan utang pajak, namun temuan pada penelitian ini menunjukkan hubungan 

tersebut tidak signifikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya kualitas piutang pajak, 

keterbatasan kemampuan bayar wajib pajak, fluktuasi realisasi penagihan yang tidak 

berkelanjutan, serta kendala administratif kebijakan penagihan yang lebih menekankan aspek 

persuasif dan pembinaan dibandingkan tindakan represif. Akibatnya, penagihan pajak lebih 

berfungsi sebagai instrumen pengamanan piutang dan penegakan administrasi, bukan sebagai 

faktor utama meningkatnya penerimaan pajak penghasilan.  

 Hasil studi selaras dengan (Darmayani & Herianti, 2017; Irawati, 2022) yang mengungkapkan 

penagihan pajak tidak berkontribusi pada penerimaan pajak. Efektivitas penagihan pajak 

sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi wajib pajak dan kualitas piutang pajak yang ditagih. 

Dalam situasi di mana piutang pajak didominasi oleh wajib pajak dengan kemampuan bayar 

rendah, penagihan pajak tidak mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak. (R. 

P. Sari & Anwar, 2021; Setiyani & Faisol, 2022) yang mengungkapkan bahwa penagihan pajak 

berkontribusi pada penerimaan pajak penghasilan.  

 Perbedaan hasil studi disebabkan oleh karakteristik wilayah, komposisi wajib pajak, serta 

efektivitas sistem penagihan pajak yang diterapkan. Pada wilayah dengan struktur ekonomi 

yang lebih kuat dan memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi, penagihan 

pajak cenderung lebih efektif meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Mengindikasikan 

bahwa penagihan pajak di KPP Pratama Metro belum mampu memberikan dampak signifikan 

secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan, karena masih berfungsi sebagai 

instrumen pengamanan piutang dan penegakan administrasi perpajakan. Sehingga diperlukan 

strategi penagihan yang lebih selektif dan berbasis kualitas piutang agar penagihan pajak dapat 

memberikan manfaat yang lebih efektif pada penerimaan pajak di masa mendatang. 

 

Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dalam Memoderasi Hubungan Pemeriksaan 

Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 

 Hasil moderated regression analysis (MRA) mengemukakan jumlah wajib pajak terdaftar 

tidak mampu memoderasi pengaruh pemeriksaan pajak pada penerimaan pajak penghasilan di 

KPP Pratama Metro, mengindikasikan bahwa jumlah wajib pajak terdaftar yang meningkat 

konsisten, tidak akan otomatis memperkuat hubungan pemeriksaan pajak pada penerimaan 

pajak penghasilan. Meskipun tax administration theory dan konsep broadening the tax base 

menekankan perluasan basis pajak, temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah 

wajib pajak terdaftar lebih bersifat administratif dan kuantitatif tanpa diikuti peningkatan 

kualitas, keaktifan, dan kepatuhan wajib pajak. Tidak seluruh wajib pajak yang terdaftar aktif 

melaporkan serta membayar pajaknya, sehingga meskipun jumlahnya meningkat, potensi 

penerimaan pajak penghasilan yang dapat dihasilkan dari hasil pemeriksaan tetap terbatas. 

Akibatnya, peran moderasi jumlah wajib pajak terdaftar pada hubungan pemeriksaan pajak 

dan penerimaan pajak penghasilan tidak tercermin secara statistik di KPP Pratama Metro.  

 Studi oleh (Irawati, 2022; Yuliati, 2020) juga menyatakan jumlah wajib pajak terdaftar tidak 

selalu mampu memperkuat pengaruh instrumen pengawasan perpajakan pada penerimaan 

pajak. Namun, temuan studi berbanding terbalik dengan (Pratama et al., 2024; Saga et al., 2025) 
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yang menyatakan jumlah wajib pajak terdaftar dapat memperkuat hubungan antara kebijakan 

perpajakan pada penerimaan pajak penghasilan.  

 Perbedaan hasil studi dapat disebabkan oleh perbedaan struktur ekonomi daerah atau 

efektivitas pelaksanaan kebijakan ekstensifikasi dan pengawasan di masing-masing wilayah 

penelitian. Hasil studi ini menyatakan jumlah wajib pajak terdaftar belum mampu berperan 

menjadi variabel moderasi dalam hubungan pemeriksaan dan penerimaan pajak penghasilan di 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro, karena peningkatan jumlah wajib pajak tidak 

diikuti peningkatan kualitas potensi fiskal dan efektivitas pemeriksaan. Oleh karena itu, 

diperlukan strategi kebijakan yang berfokus pada peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar, 

peningkatan kualitas kepatuhan, serta potensi ekonomi wajib pajak agar pemeriksaan pajak 

dapat berkontribusi secara maksimal terhadap penerimaan pajak penghasilan. 

 

Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dalam Memoderasi Hubungan Penagihan 

Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 

 Hasil analisis moderated regression analysis (MRA) memaparkan jumlah wajib pajak 

terdaftar tidak mampu memoderasi pengaruh penagihan pajak pada penerimaan pajak 

penghasilan di KPP Pratama Metro. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah 

wajib pajak terdaftar belum mampu memperkuat maupun memperlemah pengaruh penagihan 

pajak pada penerimaan pajak penghasilan secara signifikan. Konsep broadening the tax base 

dan tax administration theory menyatakan bahwa perluasan basis wajib pajak dapat 

meningkatkan potensi piutang yang dapat ditagih. Namun, dalam penelitian ini peningkatan 

jumlah wajib pajak terdaftar tidak secara otomatis diikuti oleh peningkatan jumlah dan 

kualitas piutang pajak, karena banyak wajib pajak yang baru terdaftar belum memiliki 

kewajiban pajak yang signifikan atau belum menjadi wajib pajak penunggak.  

 Penagihan pajak di KPP Pratama Metro lebih bergantung pada kualitas piutang pajak 

yang masih berpotensi untuk ditagih, sehingga meskipun jumlah wajib pajak meningkat, objek 

penagihan yang layak ditindaklanjuti tetap terbatas. Selain itu, sebagian besar pertumbuhan 

wajib pajak berasal dari kelompok wajib pajak orang pribadi serta wajib pajak badan dengan 

keterbatasan kemampuan bayar. Akibatnya, jumlah wajib pajak terdaftar tidak mampu 

memperkuat peran penagihan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan, 

sehingga penagihan pajak lebih berfungsi sebagai instrumen pengendalian administrasi 

daripada sebagai sumber utama peningkatan penerimaan pajak penghasilan.  

 Studi oleh (Irawati, 2022; Yuliati, 2020) menemukan bahwa jumlah wajib pajak terdaftar tidak 

berkontribusi dalam memperkuat efektivitas penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. 

Penelitian-penelitian tersebut menegaskan bahwa keberhasilan penagihan pajak lebih 

ditentukan oleh kualitas piutang dan kemampuan bayar wajib pajak daripada oleh jumlah 

wajib pajak yang terdaftar. Dalam konteks ini, luasnya basis wajib pajak belum tentu 

berbanding lurus dengan besarnya penerimaan pajak yang dapat ditagih. Namun temuan 

penelitian ini berbeda dengan hasil dari (Setiyani & Faisol, 2022), menyatakan kalau jumlah wajib 

pajak terdaftar telah memperkuat pengaruh penagihan pajak pada penerimaan pajak 

penghasilan.  

 Perbedaan hasil studi disebabkan olehperbedaan karakteristik wilayah, struktur ekonomi, 

serta tingkat kepatuhan wajib pajak di masing-masing daerah penelitian. Karena hasil studi ini 

menyatakan jumlah wajib pajak terdaftar belum mampu berperan sebagai variabel moderasi 

dalam hubungan antara penagihan pajak dan penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama 

Metro, disebabkan oleh peningkatan jumlah wajib pajak yang tidak diikuti  kenaikan kualitas 
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piutang pajak dan kemampuan bayar wajib pajak, menyebabkan peran moderasi tidak terbukti 

secara nyata. Maka dari itu, diperlukan strategi kebijakan yang berfokus pada peningkatan 

jumlah wajib pajak terdaftar, peningkatan kualitas piutang pajak serta efektivitas mekanisme 

penagihan agar penagihan pajak dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal pada 

penerimaan pajak penghasilan. 

 

Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak 

Penghasilan (PPh) 

 Pemeriksaan pajak dan penagihan pajak secara bersamaan tidak berkontribusi pada pajak 

penghasilan di KPP Pratama Metro. Mengindikasikan bahwa kombinasi instrumen 

pengawasan dan penegakan hukum tersebut belum mampu menjelaskan variasi penerimaan 

pajak penghasilan secara statistik. Berdasarkan theory of tax compliance, pemeriksaan pajak 

berfungsi meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sedangkan penagihan pajak berperan 

memastikan pelunasan kewajiban pajak yang telah ditetapkan, sehingga keduanya diharapkan 

saling melengkapi dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Namun, penelitian ini 

mengungkapkan sinergi antara pemeriksaan serta penagihan pajak belum berjalan optimal dan 

belum terintegrasi dalam satu siklus pengawasan yang efektif. Selain itu, hasil pemeriksaan 

pajak tidak selalu diikuti dengan penagihan yang optimal akibat kendala administratif serta 

mekanisme keberatan dan banding. 

 Hasil studi sejalan dengan (Darmayani & Herianti, 2017; Irawati, 2022), mengatakan 

pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dengan uji simultan tidak berkontribusi pada 

penerimaan pajak. Penelitian tersebut memaparkan bahwa efektivitas instrumen pengawasan 

dan penegakan hukum tegantung kondisi ekonomi serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam 

kondisi ekonomi yang kurang stabil, kontribusi pemeriksaan dan penagihan pajak pada 

penerimaan pajak cenderung menurun. Namun, temuan penelitian ini memiliki hasil yang 

berbeda, seperti dinyatakan oleh (Hanifa & Binekas, 2023; R. P. Sari & Anwar, 2021) yang 

menjelaskan pemeriksaan pajak serta penagihan pajak secara simultan berkontribusi positif 

pada penerimaan pajak penghasilan.  

 Perbedaan hasil penelitian dapat disebabkan oleh perbedaan kualitas basis wajib pajak, 

serta efektivitas koordinasi antara fungsi pemeriksaan dan penagihan pajak di masing-masing 

wilayah penelitian. Pada daerah dengan basis ekonomi yang lebih kuat dan level ketaatan 

wajib pajak yang lebih tinggi, sinergi pemeriksaan dan penagihan pajak cenderung lebih 

efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Penelitian ini memberikan hasil 

bahwa pemeriksaan pajak dan penagihan pajak secara simultan belum berkontribusi secara 

signifikan pada penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Metro, kedua instrumen 

tersebut masih menghadapi berbagai kendala struktural dan empiris yang membatasi 

efektivitasnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan koordinasi, integrasi, dan 

kualitas pelaksanaan pemeriksaan dan penagihan pajak agar keduanya dapat berfungsi secara 

lebih optimal dalam mendukung peningkatan penerimaan pajak penghasilan di masa depan. 

 

Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak 

Penghasilan (PPh) dengan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar sebagai Variabel Moderating 

 Pemeriksaan pajak serta penagihan pajak secara simultan berkontribusi signifikan pada 

penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Metro ketika ditambah oleh jumlah wajib pajak 

terdaftar sebagai variabel moderasi. Nilai signifikansi uji-F yang berada di bawah tingkat 

signifikansi yang ditetapkan mengindikasikan bahwa kombinasi pemeriksaan pajak, penagihan 
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pajak, jumlah wajib pajak terdaftar, serta variabel interaksi secara bersama-sama mampu 

menjelaskan variasi penerimaan pajak penghasilan secara statistik. Temuan ini menunjukkan 

bahwa meskipun secara parsial dan tanpa moderasi pengaruh pemeriksaan dan penagihan 

pajak belum signifikan, keberadaan jumlah wajib pajak terdaftar dalam model simultan 

meningkatkan daya jelaskan model pada penerimaan pajak penghasilan. 

 Hasil studi ini selaras dengan tax administration theory saatmenegaskan bahwa 

penerimaan pajak merupakan hasil kinerja sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh, 

bukan ditentukan oleh satu instrumen secara terpisah. Jumlah wajib pajak terdaftar berperan 

sebagai fondasi yang memperluas basis wajib pajak dan potensi fiskal, sementara pemeriksaan 

dan penagihan pajak berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan penegakan hukum untuk 

mengamankan penerimaan. Temuan ini juga menyatakan bahwa penerimaan pajak 

penghasilan di KPP Pratama Metro lebih dipengaruhi oleh sinergi antara perluasan basis wajib 

pajak dan pelaksanaan fungsi pengawasan serta penegakan hukum, dibandingkan pendekatan 

parsial. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan yang dijalankan secara 

bersamaan melalui peningkatan pengawasan, pembinaan wajib pajak, dan perluasan 

pendaftaran wajib pajak lebih mampu mendorong penerimaan pajak penghasilan.  

 Sejalan dengan (Pratama et al., 2024) dan (Saga et al., 2025) yang mengungkapkan bahwa 

penerimaan pajak dipengaruhi oleh kombinasi berbagai instrumen administrasi perpajakan 

yang bekerja secara simultan. Penelitian-penelitian tersebut menegaskan bahwa perluasan 

basis pajak, pengawasan, dan penegakan hukum harus dijalankan secara terintegrasi untuk 

menghasilkan penerimaan pajak yang optimal. Hail penelitian ini juga menjelaskan bahwa 

pemeriksaan pajak dan penagihan pajak tidak dapat berdiri sendiri sebagai instrumen 

peningkatan penerimaan pajak penghasilan, tetapi harus didukung oleh perluasan basis wajib 

pajak dan pengelolaan administrasi perpajakan yang efektif. Oleh karena itu, strategi 

kebijakan perpajakan di KPP Pratama Metro perlu diarahkan pada penguatan sinergi antara 

ekstensifikasi, pemeriksaan, dan penagihan pajak agar penerimaan pajak penghasilan 

meningkat secara berkesinambungan. 

 

KESIMPULAN 

 

 Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa secara parsial pemeriksaan pajak tidak 

berpengaruh pada penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Metro. Memperlihatkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak belum mampu memberi 

dorongan langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan, disebabkan karena 

keterbatasan fokus pemeriksaan yang masih bersifat administratif, serta hasil pemeriksaan 

yang belum seluruhnya terealisasi menjadi penerimaan pada periode berjalan. Selanjutnya, 

secara parsial penagihan pajak juga tidak berkontribusi pada penerimaan pajak penghasilan. 

Kondisi ini mengindikasikan bahwa penagihan pajak masih menghadapi berbagai kendala 

substantif, seperti rendahnya kualitas piutang pajak, keterbatasan kemampuan bayar wajib 

pajak penunggak, serta kebijakan penagihan yang lebih menekankan pendekatan persuasif dan 

pengamanan administrasi dibandingkan optimalisasi penerimaan. Akibatnya, penagihan pajak 

belum berfungsi sebagai instrumen utama peningkatan penerimaan pajak penghasilan secara 

langsung. 

 Hasil penelitian juga mengindikasikan jumlah wajib pajak terdaftar tidak mampu 

memoderasi pengaruh pemeriksaan pajak maupun penagihan pajak pada penerimaan pajak 

penghasilan secara parsial. Kondisi tersebut dikarenakan peningkatan jumlah wajib pajak 
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masih bersifat administratif dan kuantitatif, tanpa diikuti oleh peningkatan keaktifan, 

kepatuhan, serta kualitas potensi fiskal wajib pajak. Tidak seluruh wajib pajak terdaftar aktif 

melaksanakan kewajiban perpajakan, sehingga peran moderasi jumlah wajib pajak terdaftar 

tidak tercermin secara statistik. 

 Selanjutnya, secara simultan tanpa variabel moderasi, pemeriksaan pajak serta penagihan 

pajak tidak berkontribusi pada penerimaan pajak penghasilan. Temuan ini menunjukkan 

bahwa sinergi antara kedua instrumen pengawasan dan penegakan hukum tersebut belum 

berjalan optimal dan belum terintegrasi secara efektif dalam satu siklus administrasi 

perpajakan, sehingga kontribusinya pada penerimaan pajak penghasilan relatif terbatas 

dibandingkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Namun secara simultan dengan memasukkan 

jumlah wajib pajak terdaftar sebagai variabel moderasi, pemeriksaan pajak serta penagihan 

pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Penerimaan pajak 

penghasilan di KPP Pratama Metro lebih dipengaruhi oleh sinergi antara perluasan basis wajib 

pajak, pemeriksaan pajak, serta penagihan pajak yang dijalankan bersama-sama. Temuan ini 

menegaskan jika instrumen pemeriksaan serta penagihan pajak akan menyumbang kontribusi 

yang lebih kuat apabila didukung oleh basis wajib pajak yang luas, terdata dengan baik, serta 

diiringi dengan penguatan kualitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan. 

 

RECOMMENDATIONS 

 

 Hasil penelitian yang secara parsial menyatakan bahwa pemeriksaan pajak serta 

penagihan pajak tidak berkontribusi pada penerimaan pajak penghasilan, serta jumlah wajib 

pajak terdaftar tidak mampu memoderasi hubungan tersebut secara parsial, namun 

pemeriksaan pajak, penagihan pajak, serta jumlah wajib pajak terdaftar yang diuji simultan 

memiliki hasil berkontribusi pada penerimaan pajak penghasilan, maka terdapat beberapa 

rekomendasi yang dapat disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro. 

 KPP Pratama Metro disarankan untuk memperkuat ekstensifikasi perpajakan dengan tidak 

hanya menekankan peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar, akan tetapi kualitas dan 

keaktifan wajib pajak agar perluasan basis pajak berdampak nyata pada penerimaan pajak 

penghasilan. Lalu, pemeriksaan pajak perlu diarahkan secara lebih selektif dan berbasis risiko 

serta didukung oleh peningkatan kompetensi pemeriksa dan penguatan tindak lanjut hasil 

pemeriksaan. Penagihan pajak juga perlu difokuskan pada optimalisasi kualitas piutang pajak 

dengan memprioritaskan wajib pajak yang memiliki kemampuan bayar. 

 Selanjutnya, diperlukan penguatan sinergi antara kegiatan ekstensifikasi, pemeriksaan, 

dan penagihan pajak agar berjalan secara terpadu dan saling mendukung. Mengingat masih 

besarnya pengaruh faktor yang tidak terdapat dalam model penelitian, maka penelitian 

selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel eksternal, seperti kondisi ekonomi daerah, 

tingkat kepatuhan formal wajib pajak, efektivitas sistem administrasi perpajakan, serta faktor 

kebijakan fiskal lainnya. Penelitian lanjutan diharapkan dapat menyajikan gambaran yang 

lebih komprehensif terkait faktor-faktor penerimaan pajak penghasilan, sehingga rekomendasi 

kebijakan yang dihasilkan dapat disusun secara lebih tepat sasaran dan aplikatif. 
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